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Lampiran 1. Penelitian Terdahulu 

 

Nama, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Hasan (2013) Pungutan Dana 

Krama Tamiu Bagi 

Penduduk 

Pendatang Di 

Klungkung, Bali 

Proses penarikan pungutan dana krama 

tamiu dilakukan setiap bulan oleh petugas 

keamanan Banjar Adat atau Desa Adat 

yaitu pecalang. Dan implikasi dari 

kewajiban pemungutan dana tersebut 

krama tamiu mendapatkan hak-hak 

seperti jaminan keamanan, pelayanan 

kesehatan, pengayoman dari bencana, 

dan penggunaan fasilitas Banjar Adat. 

Namun, jaminan keamanan tidak serta 

merta dirasakan oleh penduduk 

pendatang. 

Putu Sukma 

Kurniawan, 

2016 

Peran Adat dan 

Tradisi dalam 

Proses 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Adat (Studi Kasus 

Desa Adat 

Buleleng, 

Kecamatan 

Buleleng, 

Kabupaten 

Buleleng, Provinsi 

Bali) 

Terdapat tiga hasil dari penelitian ini 

yaitu: pertama, desa pakraman memiliki 

hak dan kewajiban untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri termasuk urusan 

pengelolaaan keuangan desa. penggunaan 

konsep Tri Hita Karana dapat 

memunculkan transparansi dan 

akuntabilitas berbasis spiritual dalam 

pengelolaan keuangan desa. Kedua, peran 

awig-awig bagi prajuru desa pakraman 

dapat menjadi pengendalian sosial dalam 

melaksankan tugas. Selain itu, peran 

sanksi adat yang diberikan dapat 

menimbulkan efek jera bagi 

pelanggarnya karena hukuman sosial 

akan memberikan dampak yang lebih 

besar dibandingkan hukuman materi. 

Ketiga, partisipasi yang dilakukan oleh 

krama desa pakraman dalam bentuk 

pemberian kepercayaan kepada prajuru 

desa pakraman dalam pelaksanaan 

organisasi sesuai dengan aturan sekala 

dan niskala. 

 

Gusti 

Nyoman Ari 

Widnyana 

(2017)  

 

Transparansi 

Pengelolaan 

Pungutan Dana 

Krama tamiu Dan 

Dampaknya Di 

Desa Adat  

Bangkang, 

Kabupaten 

Buleleng 

Desa Adat Bangkang dalam pengelolaan 

pungutan dana krama tamiu sudah 

transparan karena adanya keterbukaan 

oleh pengurus desa dan kesedian 

informasi dan dokumen. Selain itu dalam 

melakukan observasi saat diadakannya 

sangkepan desa, pengurus desa 

menyampaikan pertanggung jawaban atas 

pungutan dana kram tamiu dalam hal ini 
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dana tersebut digunakan untuk 

kepentingan upacara yadnya, Dalam 

mengimplementasikan prinsip 

transparansi mengalami banyak kendala 

yaitu masalah sumber daya manusia, 

tingkat partisipasi masyarakat yang 

kurang dan kurangnya kerjasama antara 

pengurus desa dengan krama tamiu. 

Dampak yang diperoleh dari adanya 

pungutan dana krama tamiu adalah 

mendapat pertolongan bila terjadi 

musibah, mendapat pengawasan dan 

perlindungan keamanan, dan berhak 

menggunakan fasiitas banjar Adat/Desa 

Adat. 

Ni Ketut 

Kantriani 

(2018) 

Pengaturan 

Penduduk 

Pendatang (Krama 

Tamiu) di Tinjau 

Dari Hukum Adat 

Bali 

Desa Adat yang ada di Bali mempunyai 

kewenangan mengatur masalah penduduk 

pendatang (krama tamiu) melalui awig-

awig desa adat. Secara umum dalam 

awig-awig berlaku asas keseimbangan 

antara kewajiban dan hak yang diterima 

oleh penduduk pendatang (krama tamiu). 

Warga yang termasuk penduduk 

pendatang (krama tamiu) harus 

mengikuti dan menghormati aturan-

aturan yang berlaku di lingkungan desa 

adat/desa pakraman ditempat tinggalnya. 

Neni Cahyani 

(2018) 

Transparansi 

Anggaran Desa 

dalam Pencapaian 

Good Governance 

(Studi Kasus di 

Desa Jeruk Tipis) 

Sistem pemerintahan yang ada di Desa 

Jeruk Tipis dikategorikan dalam politik 

nepotisme karena sebagian aparat desa 

masih memiliki hubungan keluarga dan 

diperkirakan prinsip transparansi yang 

dijalankan oleh Desa Jeruk Tipis baru 

mencapai 50% karena kurangnya 

komunikasi dan kordinasi antara aparat 

desa, kurangnya sosialisasi aparat desa 

terhadap masyarakat terkait pengelolaan 

anggaran desa. 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Wawancara 1 

Informan : Ida Bagus Kosala 

Jabatan : Bendesa Adat Desa Banjar 

Tanggal : 8 Juni 2020 

   

Peneliti : Om Swastyastu pak  

Informan : Om Swastyastu 

Peneliti : Saya ingin menanyakan terkait pungutan dana krama 

tamiu di Desa Adat Banjar pak 

Informan : Silahkan dik 

Peneliti : Kapan Desa Adat Banjar mulai menerapkan pungutan 

dana krama tamiu? 

Informan : Tahun 2015 lalu Desa Adat Banjar sudah menerapkannya 

dengan berpedoman pada awig-awig Desa Adat Banjar 

yang disusun melalui paruman.  

Peneliti : Apakah hanya awig-awig desa adat yang digunakan 

sebagai landasan hukum pungutan dana krama tamiu? 

Informan : Tidak dik, pungutan ini juga didasarkan pada Peraturan 

Gubernur yang mengatur tentang desa adat khususnya 

pendapatan lain yang diterima desa adat. Sehingga 

pungutan ini memiliki payung hukum.   

Peneliti : Apakah ada hak-hak tertentu yang diterima oleh krama 
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tamiu setelah membayar dana krama tamiu?  

Informan : Secara garis besar hak yang diterima oleh krama tamiu 

sudah tertuang di dalam awig-awig Desa Adat Banjar 

yaitu mendapatkan pertolongan ketika terkena musibah. 

Contohnya saja tahun ini Desa Adat Banjar membagikan 

bantuan berupa sembako kepada krama desa baik krama 

banjar maupun krama tamiu sebagai dampak dari virus 

covid-19 yang diambil dari dana APBD Provinsi Bali. 

Peneliti : Apakah ada sanksi bagi krama tamiu yang tidak 

membayar pungutan dana krama tamiu? 

Informan : Sebenarnya krama tamiu yang tidak mau dikenakan biaya 

atau iuran krama tamiu akan dikenakan sanksi berupa 

tidak akan dilayani dalam mengurus sesuatu hal yang 

dianggap penting bagi krama tamiu, tidak diakuinya 

sebagai krama desa. Sedangkan krama tamiu yang ingin 

terlepas dari kewajiban membayar iuran mau tidak mau 

harus ikut nyungsung (sembahyang) di Pura Kahyangan 

Tiga di Desa Adat Banjar, sehingga status krama tamiu 

tersebut diubah menjadi krama banjar dan dibebaskan dari 

kewajiban iuran dana krama tamiu. 

Peneliti : Bagaimana implementasi transparansi yang dilakukan desa 

adat dalam pengelolaan dana krama tamiu? 

Informan : Untuk masalah transparansi yang terkait dengan iuran 

krama tamiu kami sudah sering mengadakan paruman 
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(rapat) rutin yang sering disebut sebagai paruman desa 

negak yang dilaksanakan di balai desa setiap 6 bulan 

sekali, tetapi ada juga paruman lain yang dilaksanakan 

mendadak seperti akan dilaksanakannya piodalan di Pura 

kahyangan tiga dan hal-hal yang bersifat mendesak. 

 

2. Wawancara 2 

Informan : Made Suartana 

Jabatan : Sekretaris Desa Adat banjar 

Tanggal : 9 Maret 2020 

   

Peneliti : Om Swastyastu pak 

Informan : Om Swastyastu 

Peneliti : Saya ingin menanyakan terkait pungutan dana krama 

tamiu di Desa Adat Banjar pak 

Informan : Iya silahkan dik 

Peneliti : Apakah tujuan diterapkannya pungutan dana krama tamiu 

di Desa Adat Banjar? 

Informan : Pungutan ini dianggap sebagai bentuk usaha timbal balik 

dari krama tamiu yang mencari penghasilan di Desa Adat 

Banjar, karena setiap krama desa yang tinggal dan mencari 

pendapatan di wilayah desa adat dikenakan iuran tetapi 

sebutannya berbeda-beda. 
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3. Wawancara 3 

Informan : Made Sudarjana 

Jabatan : Bendahara Desa Adat Banjar 

Tanggal : 8 Juni 2020 

   

Peneliti : Om Swastyastu pak 

Informan : Om Swastyastu 

Peneliti : Saya ingin menanyakan terkait pungutan dana krama 

tamiu di Desa Adat Banjar pak 

Informan  : Silahkan dik 

Peneliti : Apa manfaat atau kegunaan dari dana krama tamiu bagi 

desa adat? 

Informan : Dana krama tamiu yang didapat dari penduduk pendatang 

biasanya digunakan untuk biaya piodalan di Pura 

Kahyangan Tiga, selain itu juga digunakan untuk 

membayar gaji tenaga kebersihan di Pura. 

Peneliti : Bagaimana kendala yang dihadapi desa adat dalam 

menerapkan implementasi transparansi terkait pengelolaan 

dana krama tamiu? 

Informan : Kalau dibilang ada kendala pasti ada saja kendala yang 

dialami pertama, sumber daya manusia di desa sangatlah 

kurang sehingga pelaporan keuangan di desa adat 

sangatlah sederhana dan bahkan tidak sempurna. Kedua 

desa adat belum memiliki web resmi untuk media 
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informasi krama desa untuk mengetahaui pengelolaan 

kauangan desa adat. Ditambah lagi pada tahun ini kita 

tidak bisa mengundang seluruh elemen masyarakat untuk 

ikut hadir dalam paruman (rapat) desa adat sehingga 

proses penyampaian pelaporan hanya diwakilkan oleh 

kelian banjar adat di masing-masing wilayah. 

 

4. Wawancara 4 

Informan : Putri Aulia 

Jabatan : Krama Tamiu  

Tanggal : 9 Juni 2020 

   

Peneliti : Selamat pagi 

Informan : Selamat pagi 

Peneliti : Mohon maaf mengganggu waktunya, saya ingin 

menanyakan terkait dana krama tamiu. 

Informan : Iya silahkan 

Peneliti : Bagaimana proses pungutan dana krama tamiu di Desa 

Adat Banjar? 

Informan : Setiap 1 bulan sekali biasanya kelian adat setempat 

mendatangi rumah kediaman saya untuk memungut iuran 

krama tamiu tapi sempat pada tahun lalu saya pernah tidak 

membayar karena saya tidak berada di Desa Banjar karena 
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pulang kampung saya di Banjarmasin, sehingga pada 

bulan berikutnya saya membanyar 2 kali lipat karena 

bulan kemarin tidak membayar. 

Peneliti : Bagaimana dampak yang diterima setelah melakukan 

kewajiban membayar pungutan dana krama tamiu? 

Informan : Mungkin dari beberapa krama tamiu disini sudah banyak 

merasakan dampak yang diperoleh misalkan bila membuat 

acara/kegiatan keagamaan diperbolehkan menggunakan 

fasilitas desa seperti bale banjar, mendapatkan keamanan 

dan perlindungan pada saat acara/kegiatan keagamaan 

sedang berlangsung 

Peneliti : Apakah kakak mengetahui terkait pengelolaan dana krama 

tamiu yang dilakukan desa adat? 

Informan : Sejauh ini saya hanya tahu sedikit terkait pengelolaan dana 

krama tamiu terkait jumlah dana yang dipungut melalui 

kelian adat, namun untuk kebenarannya saya kurang tahu. 

 

5. Wawancara 5 

Informan : I Ketut Drama 

Jabatan : Krama Tamiu 

Tanggal : 9 Juni 2020 

   

Peneliti : Om Swastyastu pak 
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Informan  : Om Swastyastu 

Peneliti : Saya ingin menanyakan terkait pungutan dana krama 

tamiu di Desa Adat Banjar pak 

Informan : Iya silahkan dik 

Peneliti : Bagaimana proses pungutan yang dilakukan desa adat 

dalam pungutan dana krama tamiu? 

Informan : Yang Bapak ketahui jumlah iuran krama tamiu di Desa 

Adat Banjar adalah sebesar 20.000 rupiah per bulan yang 

dipungut melalui kelian adat desa setempat atau prajuru 

desa adat yang ditugaskan untuk memungut iuran krama 

tamiu tersebut. 

Peneliti : Bagaimana dampak yang diterima Bapak terkait pungutan 

dana krama tamiu? 

Informan : Mengenai dampak tentu dampak yang bapak rasakan 

sangatlah banyak salah satunya dampak sosial dari 

tetangga atau krama banjar disini. Contohnya dulu bapak 

pernah membuat kegiatan yadnya banyak krama banjar 

disini yang ikut serta datang dan membantu menyiapkan 

upacara serta dengan suka rela meminjamkan alat 

memasak seperti wajan, penggorengan, pisau, dan lain-lain 

tanpa memandang status krama desa. 

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang pengelolaan dana 

krama tamiu? 

Informan : Bapak belum tahu pasti terkait pungutan dana krama 
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tamiu ini digunakan, karena di desa asal Bapak belum 

pernah menerapkan pungutan terhadap krama tamiu, serta 

Bapak merasa kurang adanya pertanggungjawaban dan 

informasi terkait pengelolaan dana krama tamiu yang 

dilakukan oleh pengurus desa adat, sehingga membuat 

masyarakat khususnya Bapak sebagai salah satu krama 

tamiu merasa kurang percaya terhadap pengelolaan 

pungutan dana krama tamiu tersebut. 
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Lampiran 3. Daftar Krama Tamiu di Desa Adat Banjar 

 

 

No Nama Alamat 

1 Dewa Made Adnyana Banjar Adat Melanting 

2 Ni Luh Desi Maryani Banjar Adat Melanting 

3 Dewa Komang Piliar Wignasuara Banjar Adat Melanting 

4 Desak Putu Candra Dewi Banjar Adat Melanting 

5 Desak Made Dyah Tirta Maharani Banjar Adat Melanting 

6 Putu Mara Banjar Adat Melanting 

7 Made Merta Banjar Adat Melanting 

8 Luh Putu Wulandari Banjar Adat Melanting 

9 Desak Nyoman Tarmini Banjar Adat Melanting 

10 Nyoman Yantini Banjar Adat Melanting 

11 Made Kawini Banjar Adat Melanting 

12 Komang Budiasih Banjar Adat Melanting 

13 Lestari Banjar Adat Melanting 

14 Kiyem Banjar Adat Melanting 

15 Luh Kartini Banjar Adat Melanting 

16 Narti Banjar Adat Melanting 

17 Ni Putu Yudiasih Banjar Adat Melanting 

18 Susanti Nugrahani Banjar Adat Melanting 

19 Nyoman Kensi Banjar Adat Melanting 

20 Aishath Jazzlyn Banjar Adat Melanting 

21 Yayah Ela Hayati Banjar Adat Melanting 

22 Muhammad Rizki Hariansyah Banjar Adat Melanting 

23 Muhammad Nopsimed Deni Banjar Adat Melanting 

24 Dewa Made Adnyana Banjar Adat Perampas 

25 I Ketut Drama Banjar Adat Perampas 

26 Jung Hong Banjar Adat Sekar 

27 I Made Bangun Arsana Banjar Adat Sekar 

28 Heka Nurfitrih Yani Banjar Adat Sekar 

29 Permata Gayatri Arsana Banjar Adat Sekar 

30 Nikita Ryandinata Dwiwangsa Arsana Banjar Adat Sekar 

31 Dinata Dwiwangsa Arsana Banjar Adat Sekar 

32 Putu Satriawan Banjar Adat Sekar 

33 Kadek Supini Banjar Adat Sekar 

34 I Made Bangun Arsana Banjar Adat Sekar 

35 Daliman Banjar Adat Munduk 

36 Muhamad Faitul Akbar Banjar Adat Munduk 

37 Ludgarda Amalinda Soli Banjar Adat Munduk 

38 Gregorius Lebo Banjar Adat Munduk 

39 Sheren Cilva Nur Alfalva Banjar Adat Munduk 
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40 Sukir Noto Banjar Adat Ambengan 

41 Putri Aulia Banjar Adat Ambengan 

42 Nur Hidayah Banjar Adat Ambengan 

43 David Nur Fais Banjar Adat Ambengan 

44 Afiqa Mutiara Dewi Banjar Adat Ambengan 

45 Dimas Prilliano Banjar Adat Ambengan 

46 Abdul Banjar Adat Ambengan 

47 Albi Danutirto Banjar Adat Ambengan 

48 Sanggistya Rindi Ariantari Banjar Adat Ambengan 

49 Edy Santoso Banjar Adat Ambengan 

50 Putu Ayu Ari Budiasih Banjar Adat Ambengan 

51 Safrida Fajar Agustin Nugraha Banjar Adat Ambengan 

52 Mas Sukardi Banjar Adat Ambengan 

53 Made Suartini Banjar Adat Ambengan 

54 Ana Darwati Banjar Adat Ambengan 

55 Dimas Arianto Banjar Adat Ambengan 

56 Agus Fitriono Banjar Adat Ambengan 

57 Ngatinem Banjar Adat Ambengan 

58 Harmaji Banjar Adat Ambengan 

59 Zuliana Banjar Adat Ambengan 

60 Zuhair Arfa Arane Banjar Adat Ambengan 

61 Zuhair Perama Arrafif Banjar Adat Ambengan 

62 Zuhair Irsyad Farrel Joan Banjar Adat Ambengan 

63 Zuhair Lanisfatus Stakila Banjar Adat Ambengan 

64 Zuhair Naura Azzalia Banjar Adat Ambengan 

65 Agustinus Rahayaan Banjar Adat Ambengan 

66 Atanasios Bayu Rahayaan Banjar Adat Ambengan 

67 Demianus Rahayaan Banjar Adat Ambengan 

68 Benedikta Etik Muslika Banjar Adat Ambengan 

69 Vincentius Rahayaan Banjar Adat Ambengan 

70 Ignasius Tio Rahayaan Banjar Adat Ambengan 

71 Petrus Martinus Rahayaan Banjar Adat Ambengan 

72 Maria Katarina P Suwarmi Banjar Adat Ambengan 

73 Yohanes Melaya Banjar Adat Ambengan 

74 Geriani Lusia Banjar Adat Ambengan 

75 Paedi Banjar Adat Pengentengan 

76 Suwani Banjar Adat Pengentengan 

77 Eka Sari Yuliawati Banjar Adat Pengentengan 

78 Dwi Ayu Wulandari Banjar Adat Pengentengan 

79 Made Suarsana Banjar Adat Pengentengan 

80 Kadek Iin Candra Juniasih Banjar Adat Pengentengan 

81 Putu Ayu Sumadi Ningsih Banjar Adat Pengentengan 

82 Putu Brio Cassanova Banjar Adat Pengentengan 
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83 Made Suarjana Banjar Adat Pengentengan 

84 Kadek Era Sudeni Banjar Adat Pengentengan 

85 Kadek Fitria Adi Chandra Banjar Adat Pengentengan 

86 Putu Chandra Kirana Banjar Adat Pengentengan 

87 Putu Srada Banjar Adat Pengentengan 

88 Made Budiasih Banjar Adat Pengentengan 

89 Kadek Sadda Wirya Banjar Adat Pengentengan 

90 Nyoman Mara Suyasa Banjar Adat Pengentengan 

91 Putu Redani Banjar Adat Pengentengan 

92 Nengah Sumerata Banjar Adat Pengentengan 

93 Made Sarnadi Banjar Adat Pengentengan 

94 Ketut Somenasa Banjar Adat Pengentengan 

95 Kadek Sudarsini Banjar Adat Pengentengan 

96 Nana Samvara Banjar Adat Pengentengan 

97 Gede Metta Adnyana Banjar Adat Pengentengan 

98 I Putu Lanus Banjar Adat Pengentengan 

99 Ketut Rai Banjar Adat Pengentengan 

100 I Putu Lanus Banjar Adat Pengentengan 

101 Nana Samvara Banjar Adat Pengentengan 

102 Gede Metta Adnyana Banjar Adat Pengentengan 

103 Made Rai Banjar Adat Pengentengan 

104 Samyutta Banjar Adat Pengentengan 

105 Warti Banjar Adat Pengentengan 

106 Diksa Aggata Banjar Adat Pengentengan 

107 Naya Yuvati Banjar Adat Pengentengan 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) 
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Lampiran 5. Kegiatan Paruman Desa Negak 
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Lampiran 6. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian di Desa Adat  

 Banjar 
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Lampiran 7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat Banjar 
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Lampiran 8. Awig-awig Desa Adat Banjar 
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